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ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah melaju dengan pesat, seperti halnya Non-Fungible
Token (NFT) yang merupakan teknologi baru dan sempat menjadi topik pembicaraan
yang ramai bagi masyarakat global. Perkembangan teknologi mengharuskan untuk
membuat regulasi baru, dengan tujuan untuk mengatur dan meminimalisir tindak
kejahatan yang menggunakan teknologi tersebut. NFT mulai ramai di Indonesia pada
tahun 2021 oleh Ghozali, dia membuat NFT foto dirinya sendiri yang diambil dari
tahun 2017, berawal dari Ghozali kemudian banyak masyarakat yang antusias
membuat NFT dan mulai banyak kolektor seni membeli NFT. Seiring berjalannya
waktu, transaksi NFT tidak hanya sekedar jual beli saja, namun sudah menjamah
transaksi lain seperti penjaminan NFT. Di Indonesia masih belum ada regulasi khusus
terkait legalitas NFT, demikian pula praktik penjaminan NFT, sehingga hal ini
menimbulkan permasalahan baru, yakni bagaimana keabsahan NFT itu sendiri dan
bagaimana keabsahan praktik penjaminan NFT di Indonesia, baik dilihat dari sudut
pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (/ibrary research), penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan data yang berasal dari pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, koran,
majalah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pokok
permasalahan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis
menggunakan teori jaminan di Indonesia dan gadai (rahn) dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NFT merupakan benda yang sah menurut
hukum positif Indonesia sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan
dengan lembaga fidusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia,
namun NFT tidak boleh melanggar batasan Undang-Undang, hak orang lain dan
ketertiban umum, sehingga NFT yang melanggar batasan-batasan tersebut
dikecualikan dari benda yang sah menurut hukum Indonesia, meski demikian NFT
tetap membutuhkan regulasi khusus. Sedangkan dalam sudut pandang hukum Islam,
NFT merupakan benda yang sah diperjualbelikan dan dijaminkan, namun penjaminan
NFT tidak sah apabila dalam akad utang menggunakan cryptocurrency sebagai mata
uangnya, karena cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai saman (harga/mata
uang), demikian pula ketika dalam akad utang terdapat riba, maka akad penjaminan
NFT dianggap tidak sah.

Kata Kunci: Non-Fungible Token, Jaminan, Rahn.



ABSTRACT

Technological developments have progressed rapidly, such as the Non-Fungible Token
(NFT), which is a new technology and had become a lively topic of conversation for
the global community. Technological developments require the creation of new
regulations, with the aim of regulating and minimizing crime using this technology.
NFT began to be popular in Indonesia in 2021 by Ghozali, he made a photo NFT of
himself taken from 2017, starting with Ghozali then many people were enthusiastic
about making NFT and many art collectors began to buy NFT. Over time, NFT
transactions are not just buying and selling, but have touched other transactions such
as NFT guarantees. In Indonesia there are still no specific regulations related to the
legality of NFTs, as well as the practice of NFT guarantees, so this raises new problems,
namely how is the validity of the NFT itself and how is the validity of the practice of
NFT guarantees in Indonesia, both from the point of view of positive law and Islamic
law.

This type of research is library research. This research uses qualitative research
methods, namely research conducted by collecting data from libraries, such as books,
scientific journals, newspapers, magazines and so on. This study uses a normative
approach. The main issues are studied using descriptive methods and analyzed using
collateral theory in Indonesia and mortgage (rahn) in Islam.

The results of this study indicate that NFTs are legal objects according to Indonesian
positive law as intangible movable objects that can be guaranteed by a fiduciary
institution in accordance with Article 1 Paragraph (2) of the Fiduciary Law, but NFTs
may not violate the limitations of the Law, rights other people and public order, so that
NFTs that violate these restrictions are excluded from legal objects according to
Indonesian law, even though NFTs still require special regulations. Whereas from the
point of view of Islamic law, NFT is an object that can be legally traded and guaranteed,
but the NFT guarantee is invalid if the debt contract uses cryptocurrency as its currency,
because cryptocurrency does not meet the requirements as a saman (price/currency), as
well as when in the debt contract there is usury, then the NFT guarantee contract is
considered invalid.

Keywords: Non-Fungible Token, Collateral, Rahn.
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PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain.
Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab
ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab -Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

| Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Je

& sa’ S es (dengan titik di atas)

d Jim J Je

d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
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2 Dal D De

3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)

J ra’ R Er

J Zai 7 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye

ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b za’ z zet (dengan titik dibawah)
g ‘ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain G Ge

o Fa F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L ‘el




C.

p Mim M ‘em

o Nun N ‘en

3 Waw W w

® ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y, Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah

KR Ditulis muta’addidah
bl Ditulis “iddah
Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
dals Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

PRPNESES Ditulis karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t

atau h.

hidll 5183 Ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek

. A
Fathah Ditulis
Jad fa’ala
- I
Kasrah Ditulis
Jad Zukira
’ Dammah Ditulis U

Xi



Jad Yazhabu
Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
FNE ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
(s ditulis yas'a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
a8 ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis a
(s ditulis furdd
Vokal Rangkap
fathah + ya' mati Ditulis Ai
P ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
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ds ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Al Ditulis a'antum

A G Ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!, namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.
1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya

Rl Ditulis al-Qur'an
bl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.
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glad) Ditulis as-sama
g WAl Ditulis asy-syams
L. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penyusunannya.
wagal 93 Ditulis zawi al-Furtud
A& A Ditulis ahl as-Sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula terobosan
teknologi baru yang diciptakan oleh manusia. Tujuan dibuat dan
dikembangkannya sebuah teknologi adalah agar dapat mempermudah dan
memberikan kenyamanan pada kehidupan manusia, seperti adanya teknologi
smartphone yang mempermudah antar manusia melakukan komunikasi
meskipun berada pada jarak yang sangat jauh.

Meski demikian, perkembangan teknologi bisa diibaratkan seperti
koin yang memiliki dua sisi, di satu sisi perkembangan teknologi memang
dapat mempermudah pekerjaan manusia, namun di sisi lain teknologi
memiliki hal negatif seperti mulai merebaknya kejahatan di dalam internet,
mulai dari pembobolan akun, pencurian data, penyebaran virus dan dampak
buruk lain yang berpengaruh di lingkungan kehidupan nyata, seperti anak-
anak yang mulai kehilangan cara berbaur dengan masyarakat, mereka sudah
mulai nyaman dengan smartphone yang selalu ada pada genggamannya.
Secara umum memang perkembangan teknologi merupakan sebuah kemajuan
yang patut diapresiasi, namun kesadaran penggunaan teknologi dengan baik

juga harus disosialisasikan beriringan agar masyarakat lebih bijak dalam



menggunakan kemajuan ini.

Banyak teknologi yang telah membantu kehidupan manusia menjadi
lebih efisien, mulai dari teknologi komunikasi, konstruksi, medis, transportasi,
finance bahkan teknologi digital seperti Non-Fungible Token atau biasa
disingkat NFT. NFT merupakan token kriptografi berteknologi blockchain
yang dirancang untuk mewakili atau mematenkan kepemilikan objek digital,
seperti seni digital, lagu, artikel, surat dan bahkan video?.

Secara sederhana, NFT merupakan sebuah teknologi yang menyimpan
karya seni atau benda digital yang berada dalam sistem keamanan teknologi
blockchain. Blockchain adalah istilah umum yang digunakan untuk
menggambarkan jenis basis data yang menyimpan informasi secara berkala
sebagai blok dan dirantai secara kriptografi.

Blockchain bersifat unik karena kekal, transparansi dan desentralisasi?.
Hal tersebut memungkinkan para pemilik melakukan transaksi secara global
dan terenkripsi tanpa adanya pelacakan atau pencurian karya seni digital. Ini
yang membuat perbedaan antara NFT dan karya seni digital biasa yang
sekedar diupload di internet seperti di Google, karena karya yang diupload

bebas di internet, status kepemilikan karya seniman bisa di copy dan diakui

! Dominic Chalmers dkk, “Beyond teh Bubble: Will NFTs and Digital Proof of Ownership

Empower Creative Industry Enterpreneurs?”, Journal of Business Venturing Insight, Vol.17 (2022), him.

1.

2 Sai Batchu dkk, “Blockchain and Non-Fungible Tokens (NFTs) in Surgey: Hype or Hope?”,

Journal of Surgery in Practice and Science, Vol. 9 (2022), him. 1.



oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, berbeda dengan NFT yang sudah
terdata di blockchain yang memiliki sistem keamanan tinggi, bahkan pihak
regulator atau pembuat teknologi tersebut tidak dapat menghapus, mencuri,
merubah atau mengcopy karya seni tersebut, sehingga dengan adanya
teknologi blockchain seniman atau pemilik aset benar-benar menjadi satu-
satunya orang yang memiliki aset tersebut.

NFT dibuat pada tahun 2014 oleh techpreneur terkemuka Anil Dash
dan seniman digital Kevin McCoy yang diberi nama “Quantum”3. Pada awal
mulanya sempat diremehkan banyak pihak, namun beberapa waktu
belakangan ini, NFT menjadi topik pembicaraan yang ramai di dunia. Di
Indonesia sendiri, mulai ramai dibicarakan ketika terjadi fenomena Ghozali.
Ghozali membuat karya digital berupa NFT yang berjudul “Ghozali
Everyday” ramai diburu para kolektor aset digital,* karya tersebut berupa foto
yang diambil setiap hari mulai dari tahun 2017 hingga ketika dia lulus dan
menjadi sarjana strata 1.

Saat ini transaksi NFT masih menggunakan mata uang digital

cryptocurrency, sehingga transaksi NFT tidak dapat menggunakan mata uang

Pukul

3 Luca Fiume, “What the Commotion about NFT?”, Rewire Mag, Diakses pada 1 Januari 2023,
13.28 WIB, https://rewire.ie.edu/commotion-about-

nfts/#:~:text=The%20birth%20and%20boom%200f,and%20digital%20artist%20Kevin%20McCoy.

CNBC,

4 Noviana Putri Bestari, “Viral Ghozali Everyday, Bagaimana Masa Depan NFT di RI?”,
Diakses pada 1 Januari 2023, Pukul 13.56 WIB,

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-
masa-depan-nft-di-ri.
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https://rewire.ie.edu/commotion-about-nfts/#:~:text=The%20birth%20and%20boom%20of,and%20digital%20artist%20Kevin%20McCoy
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-masa-depan-nft-di-ri
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-masa-depan-nft-di-ri

konvensional. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang
menggunakan kriptografi. Kriptografi adalah teknik mengamankan informasi
dan komunikasi melalui penggunaan kode sehingga hanya orang yang dituju
informasi tersebut yang dapat memahami dan memprosesnya®. Kriptografi
merupakan dasar dari blockchain.

Pada umumnya transaksi NFT berupa jual beli, namun transaksi NFT
juga merambah ke model muamalah lain, seperti dijadikan sebagai objek
jaminan. Terdapat beberapa perusahaan yang berfokus pada pemberian
jaminan, seperti platform NFTFi. Platform tersebut memberi layanan dengan
memberikan pinjaman kepada debitur dengan NFT sebagai jaminannya. NFT
masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari NFT yang
cakupannya belum memiliki peraturan®, sehingga masih membutuhkan
pengkajian khusus terkait regulasinya di Indonesia. Apalagi dalam hukum
Islam, NFT tidak ada di zaman Rasulullah SAW sehingga masih belum ada
kepastian hukum antara dapat diperjualbelikan atau tidak, maka dari itu perlu
pengkajian khusus tentang NFT dalam sudut pandang Islam.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk

mengkaji tema tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan

5 Jashkothari, “Cryptography and its Types”, Geeksforgeeks, Diakses pada 12 Desember 2022,
Pukul 17.00 WIB, https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-and-its-types/.

® Dwi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token
(NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 16,
No. 1 (2022), him. 203.


https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-and-its-types/

Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Non-Fungible Token (NFT) yang
Dijadikan sebagai Objek Jaminan”. Penelitian ini ditujukan sebagai tugas
akhir mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum positif Indonesia terhadap Non-Fungible
Token yang dijadikan sebagai objek jaminan?.

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Non-Fungible Token yang
dijadikan sebagai objek jaminan?.

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perspektif hukum positif Indonesia terhadap Non-Fungible
Token yang dijadikan sebagai objek jaminan.

2. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap Non-Fungible Token yang
dijadikan sebagai objek jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
keilmuan khususnya dalam lingkup ilmu hukum ekonomi syariah, penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi.

2. Secara praktis penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi
untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

masyarakat dan pemerintah khususnya agar dapat memberikan sedikit



pandangan hukum terhadap Non Fungible Token di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber penelitian yang menjadi tolak ukur dalam
penelitian yang akan dilakukan. Pada sub bab ini penulis akan
mengklasifikasikan telaah pustaka menjadi tiga bagian, yakni umum, semi
khusus dan khusus.
1. Umum
Pertama, penelitian yang disusun oleh Gentur Cahyo Setiono
yang berjudul “Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit
Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak tidak
Berwujud)”. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif.
Penelitian ini membahas tentang jaminan benda bergerak tidak
berwujud, yang mana NFT adalah termasuk ke dalam kategori benda
tersebut. ’
Kedua, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi
Pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai”, penelitian ini
disusun oleh Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro. Penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan

7 Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan
(Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak tidak Berwujud)”, Jurnal Transparansi Hukum,
Vol. 1, No. 1, (2018), him. 16.



pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian
ini adalah debitur berhak melelang barang gadai apabila kreditur
wanprestasi, namun apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai
menerima gadainya dengan beritikad baik, maka pihak penerima gadai
wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik yang
sesungguhnya. 8
2. Semi Khusus

Pertama, penelitian dari Fathurrohman Siliwangi dan Faiz
Mufidi yang berjudul “Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai
Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan”. Penelitian ini merupakan penelitian library
research atau penelitian pustaka. Jenis penelitian menggunakan
penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun jual beli NFT belum
diatur secara khusus, penjualan NFT sah secara hukum apabila di
dalam jual beli tidak merugikan pihak lain dan para pihak sepakat serta

memahami dan menerima konsekuensi nya.® Perbedaan penelitian ini

8 Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai
atas Pelelangan Objek Gadai”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No. 1, him. 62.

® Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi,“Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset
Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Vol. 2, No. 2,



dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus kajian penelitian
ini adalah keabsahan jual beli NFT, sedangkan penelitian yang akan
dilakukan lebih mengarah kepada NFT yang dijadikan objek jaminan.

Kedua, penelitian Irfan Juprianto yang berjudul “Tinjauan
Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang
Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”. Jenis penelitian tersebut
adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research).
Penelitian ini  bersifat deskriptif-analitis yang memaparkan,
menggambarkan dan mengklasifikasi secara objektif dari data yang
dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi
kepustakaan sistematis. Penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto
termasuk kategori benda tidak berwujud dan bergerak menurut
KUHPerdata, sehingga boleh untuk dijadikan sebagai jaminan.
Sedangkan dalam sudut pandang Islam, aset kripto memiliki
kemungkinan unsur Gharar dan Maysir, namun aset kripto sebagai
benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai juga dapat dijadikan
komoditi atau asst sesuai dengan fungsi atau peran jaminan di

dalamnya.l® Perbedaan penelitian adalah perbedaan objek kajian,

(2022), him. 1138.

10 Trfan Juprianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset
Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



penelitian tersebut menggunakan cryptocurrency sebagai objek
penelitian, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh
penulis adalah Non Fungible Token.

Ketiga, penelitian dari Dewi Sulistianingsih dan Apriliana
Khomsa Kinanti yang berjudul “Hak Karya Cipta Non Fungible Token
(NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Penelitian ini
membahas karya cipta NFT dalam sudut pandang hukum kekayaan
intelektual (HAKI). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa
Hak cipta hanya diberikan kepada pembuat karya tersebut sedangkan
hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya
tersebut'’. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah penelitian tersebut meneliti tentang hak kepemilikan
NFT yang ditinjau dari Hukum Kekayaan Intelektual.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Misbakhul Munir yang
berjudul “Transaksi Non Fungible Token sebagai Aset Digital

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan

Yogyakarta, (2022), him. 86.

11 Dwi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token
(NFT) dalam Sudut Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1
(2022), him. 198.
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jenis penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normative. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan metode telaah dokumen yang
bersumber dari buku, jurnal, artikel dan dokumen pendukung lainnya.
Penelitian ini berfokus pada hukum transaksi Non Fungible Token
dalam perspektif Islam, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa
transaksi NFT diperbolehkan selama tidak menyalahi syarat dan rukun
jual beli dalam Islam, baik dari proses transaksi, objek transaksi dan
akadnya.? Perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya
sebatas boleh atau tidaknya transaksi jual beli NFT, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan penulis adalah boleh atau tidaknya
NFT menjadi jaminan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum
positif.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Hamed Taherdoost yang
berjudul “Non-Fungible Tokens (NFTF): A Systematic Review”.
Penelitian ini menggunakan teknik library research. Hasil dari
penelitian ini adalah memaparkan bahwa NFT adalah produk baru,
sehingga masih banyak evaluasi yang dibutuhkan di dalamnya, juga

terdapat kemungkinan NFT memiliki potensi yang bagus di masa

12 Misbakhul Munir, “Transaksi Non Fungible Token sebagai Aset Digital Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), him. 80.
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depan, meski masih terdapat hal ambiguitas. NFT merupakan sesuatu
yang baru sehingga membutuhkan Undang-Undang tertentu.'®
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah
penelitian ini sebatas mereview NFT secara sistematis dan umum.

Keenam, penelitian yang disusun oleh Anak Agung Ngurah
Wisnu yang berjudul “Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia
Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa aset kripto merupakan salah satu instrumen
investasi yang secara legalitas telah tercantum dalam Peraturan
Bappebti No 3 Tahun 2019. Meski legal dalam investasi, aset kripto
masih belum memiliki ijin resmi untuk dijadikan alat pembayaran di
Indonesia.**

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Risiko
Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency
di Indonesia”. Penelitian ini disusun oleh Jufridar, Rico Nur ITham dan
Mangasi Sinurat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas mata uang kripto

13 Hamed Taherdoost, “Non-Fungible Tokens (NFTF): A Systematic Review”, Jurnal of
Information, (2022) him. 11.

14 Anak Agung Ngurah Wisnu, “Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai
Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11, No. 1, (2021), him. 78.
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lebih banyak menghasilkan profit dari pada investasi di saham atau
mata uang asing, namun kripto juga memiliki sisi buruk berupa tindak
kriminal scam, namun menurut Altucher, para pendahulu telah
beberapa kali melakukan perubahan bentuk mata uang. Mulai dari
emas yang menggantikan sistem barter yang kemudian digantikan
dengan uang kertas. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika mata
uang digital seperti cryptocurrency akan menggantikan uang kertas
sebagai alat transaksi di masa depan.®

Kedelapan, penelitian yang disusun oleh Dr Catherine Flick
yang berjudul “A Critical Professional Ethical Analysis of Non-
Fungible Tokens (NFTs)”. Penelitian ini menggunakan teknik library
research. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa NFT
disarankan untuk dihindari, namun apabila terdapat suatu masalah
yang tidak memiliki solusi lain selain NFT maka dibolehkan secara
etis profesional.*®

Kesembilan, peneclitian yang berjudul “Hak Cipta Karya
Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai

Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-

15 Jufridar, Rico Nur llham dan Mangasi Sinurat, “Analisis Potensi Risiko Investasi pada
Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Teknologi, Vol. 5, No. 1, (2021), him. 97.

16 Catherine Flick, “A Critical Professional Ethical Analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs)”,
Journal of Responsible Technology, (2022), him. 12.
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Undangan di Indonesia”. Penelitian ini disusun oleh Teti Tirani.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang
dilakukan dengan metode meneliti bahan kepustakaan atau data
sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun NFT
termasuk dalam kategori aset digital, namun NFT masih membutuhkan
Undang-Undang khusus mengenai NFT karena NFT terlalu kompleks
ketika hanya menggunakan pengaturan aset digital.’
3. Khusus

Pertama, penelitian dari Irham Rahman, Hery Lilik
Sudarmanto dan Satriyani Cahyo Widayati yang berjudul “Kajian
Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek
Jaminan”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian
tersebut menyatakan bahwa aset digital masih belum dapat dijadikan
objek jaminan karena masih berupa komoditi yang masih belum dapat
diakses secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian

aset digital belum ada lembaga yang dapat menjaminkan dalam

7 Teti Tirani, “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki
Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”,
Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6, No 3, (2022), him. 6006.
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implementasinya di Indonesia®®. Perbedaan dengan penelitian yang
akan dilakukan adalah penelitian ini masih bersifat global yakni aset
digital, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada
NFT yang dijadikan jaminan.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Rani Damayanti yang
berjudul “Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia
di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, data
dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan
analisis yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah virtual
property dikategorikan sebagai benda, virtual property dapat dimiliki
dengan cara menciptakan atau peralihan, virtual property memiliki
nilai ekonomi dan tergolong benda tidak berwujud, virtual property
dapat dijadikan sebagai objek jaminan, lebih spesifik dapat dijadikan
sebagai objek jaminan fidusia karena memiliki kecocokan unsur benda
sebagai jaminan fidusia.®

Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Putri Azura Hana dan

Taupiqqurrahman yang berjudul “Potensi Dan Keabsahan Non-

18 Irham Rahman, Hery Lilik Sudarmanto, Satriyani Cahyo Widayanti, “Kajian Yuridis
Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.03,
No0.02, (2020), him. 1.

19 Rani Damayanti, “Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia”,
Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, him. 95.



15

Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini adalah NFT dianggap belum
sah sebagai objek jaminan fidusia secara khusus dan legalitasnya,
namun terdapat potensi kebolehan yang berasal dari Undang-Undang
Hak Cipta yang masih perlu penambahan regulasi khusus NFT.2
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ruang

lingkup jaminan lebih luas, tidak berfokus pada jaminan fidusia saja.

F. Kerangka Teoretik

1. Hukum Jaminan
a. Pengertian

Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur
kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari
suatu perikatan.?* Pengertian jaminan telah diatur dalam perundang-
undangan Indonesia, seperti dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132
KUHPerdata, dan penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992

20 putri Azura Hana dan Taupigqurrahman, “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token
Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 26, No. 2, (2022), him. 209.

21 Hartono Hadisaputro, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta:
Liberty, 1984), him. 20.
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tentang Perbankan yang menjelaskan tentang agunan atau nama lain
dari jaminan.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang diberikan
oleh debitur kepada kreditur untuk meyakinkan kreditur atas
kesanggupan debitur dalam melunasi utang sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan sebelumnya.?

b. Macam-Macam Jaminan

Jaminan dibagi menjadi dua macam, yakni jaminan khusus dan

jaminan umum:

1) Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh
Undang-Undang. 2 Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131
dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya karena
diperjanjikan secara khusus oleh para pihak (kreditur dan

debitur).?* Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan

22 |rfan Juprianto, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang
Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2022), him. 13.

23 Ashibly, Hukum Jaminan, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), him. 26.
24 |bid, hlm. 27.
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(zakenlijk recht), yakni tertuju pada benda tertentu dan
terdapat pula bersifat perorangan (persoonlijk) yang tertuju
pada orang tertentu. 2° Jaminan kebendaan telah diatur
dalam Pasal 1131 KUHPer, sedangkan jaminan perorangan
diatur dalam Pasal 1820 — 1850 KUHPer.
c. Macam-Macam Jaminan Kebendaan
Dalam jaminan kebendaan terdapat pembagian berdasarkan
jenis objek jaminan, objek jaminan yang berupa benda bergerak
maka lembaga jaminannya dapat berbentuk gadai dan fidusia,
sedangkan jika objek jaminan berupa benda yang tidak bergerak
maka lembaga jaminannya dapat berupa hipotek dan hak
tanggungan. Terdapat empat pembagian sebagai berikut:
1) Gadai
Gadai disebut dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata
bahwa “Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda
bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang
lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang
memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan

pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur

25 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak
Tanggungan), (Surabaya: LBJ, 2017), him. 11.
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lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan
biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah
benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.
Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat ditarik
pengertian sederhana bahwa gadai adalah hak kebendaan
atas benda bergerak yang menjadi kepemilikan orang lain,
yang semata-mata diciptakan dengan menyerahkan benda
tersebut, bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu utang.
Objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud

maupun tidak berwujud yang berupa surat-surat berharga.®

2) Fidusia
Pengertian jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Perbedaan

fidusia dengan gadai adalah objek jaminan gadai dikuasai

% |rfan Juprianto, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang
Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2022), him. 15.
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oleh kreditur, namun tidak memiliki hak kepemilikan,
sedangkan objek jaminan fidusia masih dapat dikuasai oleh
debitur.
Hipotek

Dalam Pasal 1162 KUHPerdata dijelaskan bahwa
“Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak
bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu
perikatan”. Objek jaminan hipotek juga telah diatur dalam
Pasal 1164 KUHPerdata bahwa “Yang dapat dibebani
dengan hipotek hanyalah: 1) Barang-barang tak bergerak
yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk
bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap
sebagai barang tak bergerak. 2) Hak pakai hasil barang-
barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk bagiannya.
3) Hak numpang karang dan hak usaha. 4) Bunga tanah yang
terutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk
hasil tanah. 5) Hak sepersepuluh. 6) Bazar atau pekan raya,
yang diakui oleh pemerintah, beserta hak istimewa yang
melekat.
Hak Tanggungan

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah
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Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya
disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain”.
2. Rahn (Gadai)
a. Pengertian
Rahn berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berasal
dari kata as-subut dan al-habs yang berarti penetapan dan penahanan.
Secara terminologi rahn berarti menahan salah satu harta milik nasabah
sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diperolehnya.?’
Sedangkan menurut istilah syara’, rahn adalah menjadikan suatu

barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai

27 Irfan Juprianto, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang
Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2022), him. 16.
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jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau
sebagian utang dari barang tersebut.?
Menurut Kitab Fathul Qarib, dalam pengertian syara’, rahn
berarti:
el gl) a3 e Lgia (A giw cpo A5 Alle (e Jaa o 55,29
Yang pada intinya adalah menjadikan harta sebagai objek jaminan
untuk melunasi hutang.
b. Dasar Hukum
Dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits dan ijma’
para ulama, diantaranya:
1) Al-Qur’an
Liary aSiamy (el (U 4 gie (58 58 LS | s al g jhas e &3S ()
51 438 LeaiSy (cya g BN | 5SS Y 5 4yl 35 ailal aig) 21 Dl
aile ¢ slant Loy 40l 5 4ul8
Ayat tersebut di atas memberikan petunjuk untuk
berhati-hati ketika seseorang hendak melakukan transaksi
utang-piutang yang berjangka waktu dengan orang lain,

yakni dengan cara menjaminkan barang kepada yang

28 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), him
88.

2 Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, Fathul Qarib al-Mujib, (Gresik: Darul
Hijrah, 2019) him. 164.

30 QS. Al-Bagarah (2) : 283.
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berhutang.
2) Hadits

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari N0.2513 dan Imam
Muslim No. 1603 dari Aisyah ra yang berbunyi:

Lo aia s dal (g se e Lalada s abs ade ) a0 G
$aas e

Hadits tersebut menceritakan bahwa Rasulullah SAW
pernah berhutang kepada orang Yahudi kemudian beliau
menggadaikan utang tersebut dengan baju besi yang dimiliki
beliau.

3) Ijma’ Ulama’

Hukum gadai menurut kesepakatan ulama adalah
diperbolehkan, hal tersebut didasarkan dengan dalil-dalil
yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadits.
Kebolehan rahn juga didasarkan pada kaidah figih:

Ol e i o iy s daall CBlaaall 2 siall 8 Jua
paaill 5,32

¢. Rukun Rahn

31 Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Sahih Bukhari, (Mesir: Maktabah Imam
Muslim).

32 Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al Jauziyah, /’lamul Muwagi’in ‘An
Rabbil ‘Alamin, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikri, 1977), Juz 1, him. 344.
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Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada empat, yaitu:

1) ‘Agid (orang vyang berakad), yakni orang Yyang
menggadaikan barang (rahin) dan orang yang menerima
barang gadai (murtahin).

2) Sigat, yakni ucapan serah terima antara penggadai dan
penerima gadai (ijab gabul).

3) Marhun, yakni barang yang dijadikan sebagai jaminan yang
dipegang oleh murtahin atau wakilnya yang memiliki nilai
utuh sebagai jaminan utang.

4) Marhun Bih (utang), yakni kewajiban pihak berutang untuk
melunasi pinjaman kepada pemberi utang.

d. Syarat Rahn®*

1) Syarat yang harus dipenuhi ‘Agid dalam gadai yakni rahin
dan murtahin adalah orang yang memiliki kecakapan
menurut hukum (ahliyah).

2) Syarat yang harus dipenuhi Sigar adalah lafadz ijab gabu/
diucapkan dengan jelas sehingga dapat dipahami kedua
pihak.

3) Syarat Marhun yaitu barang gadai harus berwujud pada

33 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah. (Jakarta: Amzah, 2010), him. 290.
34 Jauhairina Galini dkk, “Klausul Akad Rahn”, Jurnal Al-Tsaman, (2021), him 7.
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waktu akad sedang berlangsung, namun apabila barang
tersebut tidak berwujud maka dapat dengan menunjukkan
bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah atau
sertifikat, surat kendaraan dan lain sebagainya.

4) Syarat dari Marhun Bih adalah utang yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data yang kemudian akan diolah dan dianalisis yang memiliki
tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.®
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau
library research. Penelitian library research adalah penelitian yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pustaka
seperti buku, jurnal ilmiah, koran dan majalah. Kegiatan dalam
penelitian ini berupa mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat
dan kemudian mengolah bahan penelitian.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena pokok permasalahan dan

2014).

35 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, cetakan ke-10, (Bandung: Alfabeta,
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ruang lingkup dari penelitian ini bersumber dari Non-Fungible Token
yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam sudut pandang hukum
positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian kualitatif lebih
menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi
makna dari fenomena tersebut.%
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum
normatif, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Dalam
pendekatan normatif biasanya hanya menggunakan data sekunder,
karena dalam penelitian ini tidak memungkinkan mendapat sumber
langsung dari subjek penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan
data sekunder atau data tangan kedua. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif karena pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah meninjau hukum positif dan hukum Islam terhadap
NFT yang dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

strategis dalam suatu penelitian, karena pengumpulan data merupakan

Republik

% Anton Wibisono, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, Kementerian Keuangan
Indonesia, Diakses pada 6  Januari 2022, Pukul 20.34  WIB,

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html.
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dasar dari sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi
standar data yang ditetapkan. 3’

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang telah penulis
paparkan pada sub bab di atas maka penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan telaah dokumen yang bersumber dari buku, jurnal,
artikel dan dokumen penelitian yang memiliki keterkaitan dengan
tema yang penulis ambil, yakni tinjauan hukum positif dan hukum
Islam NFT yang dijadikan sebagai jaminan.

5. Metode Analisis Data

Menyusun sebuah penelitian tentunya perlu menggunakan
metode analisis data, berikut metode analisis yang akan penulis
gunakan :

a. Pengklasifikasian Data
Klasifikasi secara umum diartikan sebagai kegiatan penataan
pengetahuan secara universal ke dalam beberapa susunan
sistematis. *® Klasifikasi merupakan pengelompokan data-data

berdasarkan ciri-ciri yang sama, dalam penelitian ini yang

37 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka llmu
Group, Maret 2020), him. 120.

3 Siti Husaebah Pattah Habsyi, Pengantar Tajuk Subjek dan Klasifikasi, (Makasar: Alauddin
University Press, 2012), him. 40.
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menggunakan  jenis  penelitian library research maka
menggunakan klasifikasi perpustakaan, yakni pengelompokan
bahan pustaka pada tempat yang sesuai di dalam sistem klasifikasi.
b. Deskripsi Data
Tahap selanjutnya adalah menjelaskan data yang telah
diperoleh, yakni menjelaskan pengertian variabel yang akan dikaji
sekaligus menjelaskan tentang hukum jaminan dalam sudut
pandang hukum positif dan hukum islam.
c. Interpretasi Data
Interpretasi data merupakan penarikan kesimpulan dari data
yang telah dijabarkan oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pemaparan data dalam suatu
penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam
menggambarkan isi dan urutan dari setiap bab yang akan dibahas dalam
penelitian ini. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan
dalam setiap babnya terdapat sub-bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya
memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika

pembahasan dalam penyusunan skripsi.
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Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang teori yang akan
digunakan sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Dalam penelitian ini
penulis akan mengurai secara rinci dan sistematis tentang hukum jaminan
menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga merupakan bab yang memaparkan hasil pengamatan
penulis mengenai Non-Fungible Token secara sistematis dan terperinci.

Bab keempat merupakan bab yang menganalisis objek penelitian
dengan menggunakan teori yang telah disebutkan, yakni menganalisis tentang
kebolehan Non-Fungible Token yang dijadikan sebagai objek jaminan
menurut kaca mata hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup dari bab sebelumnya yang
berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan

harapan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi.



BABV

PENTUP

A. Kesimpulan

NFT merupakan teknologi baru yang masih belum memiliki regulasi khusus,
namun NFT dapat dikatakan legal dengan menggunakan dasar hukum
kebendaan dan hak cipta. Dalam Islam NFT juga dikatakan sebagai benda yang
sah diperdagangkan, sehingga halal pula dijaminkan. Berikut poin
kesimpulannya:

1. NFT merupakan benda yang tidak dapat diraba secara fisik namun
NFT telah memenuhi syarat kebendaan. Dengan sifatnya yang tidak
dapat diraba secara fisik, maka NFT tergolong benda bergerak tidak
berwujud. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda bergerak tidak
berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun tidak
semua NFT dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, karena terdapat
beberapa NFT yang melanggar ketentuan Undang-Undang, hak orang
lain dan ketertiban umum, seperti NFT yang mengandung unsur
pornografi, rasisme dan sebagainya. NFT yang melanggar ketentuan
hukum dan norma sosial adalah NFT yang dikecualikan sebagai benda

yang sah menurut hukum Indonesia. Meski demikian NFT masih

102
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membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah terhadap seluruh
pelaksanaan transaksi NFT.

2. NFT adalah sebuah karya seni, sehingga sah dijadikan jaminan
menurut syariat Islam, karena tidak melanggar aturan syariat yang ada
seperti gharar (penipuan). NFT juga telah memenuhi syarat benda
yang diperbolehkan dalam akad jual beli, namun penjaminan NFT
dianggap tidak sah apabila utang dalam penjaminan tersebut berupa
mata uang digital cryptocurrency, Kkarena cryptocurrency tidak
memenuhi syarat sebagai saman (harga/mata uang), namun jika utang
tersebut berupa mata uang fiat, maka akad penjaminan sah.

Penjaminan NFT juga tidak sah jika dalam akad utang terdapat riba.
B. Saran

NFT membutuhkan regulasi khusus agar transaksi yang menggunakan NFT
dapat berlangsung dengan lancar dan jelas secara hukum. Kemudian
hendaknya NFT dijadikan sebagai agunan tambahan saja, bukan sebagai
agunan pokok, karena jika dijadikan jaminan pokok maka dikhawatirkan
terjadi penurunan harga yang signifikan dalam proses pelelangan ketika
debitur wanprestasi dalam pelunasan utang, namun NFT boleh dijadikan
sebagai jaminan pokok apabila NFT tersebut memiliki kestabilan harga yang
kuat. Tenggang waktu penjaminan NFT sebaiknya tidak terlalu lama, karena

jika terlalu lama dikhawatirkan harga dari NFT turun drastis.
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Penelitian ini bertujuan agar dijadikan pertimbangan dalam pembuatan
regulasi khusus NFT dan ditujukan kepada para pengguna aset digital
cryptocurrency dan NFT supaya mengetahui bagaimana hukum aset digital

tersebut dalam sudut pandang hukum Indonesia dan hukum Islam.
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